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ORINEWS.id  –  Publik  menyesalkan  keputusan  Majelis  hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memvonis ringan
Harvey Moeis dalam perkara korupsi timah. Harvey cuma dihukum
6 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6
bulan kurungan.

Padahal jaksa penuntut umum sebelumnya meminta suami aktris
Sandra Dewi itu dikurung 12 tahun penjara dan denda Rp 1
miliar subsidair 1 tahun kurungan.

Warganet  pun  ramai-ramai  mengomentari  vonis  ringan  Harvey
Moeis yang telah menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun.
Mereka umumnya mengaku kecewa atas putusan hakim tersebut.

“Tips agar mendapatkan keringanan Hakim dari harvey moeis :
sopan dan ada keluarga yg ditanggung. Selamat mencoba buat
para terdakwa,” tulis akun X @V3g** dengan menambahkan emoji
tersenyum.

“Indonesia  VS  China  dalam  menangani  kasus  korupsi,  jelas
banget perbedaannya ya guys. Li Jainping dapet hukuman m4ti
korupsi Rp6,7T, meanwhile Harvey Moeis korupsi Rp300T cuma
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hukuman penjara + denda ga seberapa,” kata @yhat***

“”Maling di negeri ini enak hlo… “

Di Arab, potong tangannya. 

Di Cina, potong lehernya. 

Di negeri ini, yang penting sopan potong hukumannya walau
maling 300 T,” sambung @MasBRO***.

Majelis Hakim menilai bahwa Harvey Moeis terbukti melakukan
perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  keuangan  negara
sebagaimana dakwaan kesatu primair terkait Pasal 2 Ayat (1)
juncto  Pasal  18  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Harvey juga terbukti melakukan tindak pidana pidana pencucian
uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang
NOmor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan
TPPU.[]


